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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkawinani merupakani suatui persekutuani hidupi antarai seorangi 

priai dani seorangi wanitai yangi telahi memenuhii ketentuani hukum,i baiki 

secarai agama,i adat,i maupuni negara. Perkawinan merupakan bagian dari 

persekutuan yang meneruskan kehidupan melalui keturunan. Keturunan 

tersebut menghasilkan keluarga yang kemudian berkembang menjadi kerabat 

dan masyarakat. Perkawinan merupakan landasan utama dalam membangun 

keluarga yang harmonis dan stabil, serta menjadi bagian integral dari 

masyarakat. Dalam masyarakat adat, perkawinan dilakukan dengan tujuan 

untuk membentuk dan mempertahankan hubungan kekerabatan yang damai 

dan rukun.1 Hubungan ini menjadi fondasi untuk menjaga keharmonisan dan 

memastikan nilai-nilai tradisi dalam masyarakat adat tetap dijunjung tinggi. 

Sistemi hukumi perkawinani dii Indonesiai bersifati kemasyarakatani 

dani keagamaan.i Pasali 1i Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i 

sebagaimanai telahi diubahi dengani Undang-Undangi Nomori 16i Tahuni 

2019i tentangi Perkawinani berisii ketentuani i ”Perkawinani ialahi ikatani 

lahiri batini antarai seorangi priai dani seorangi wanitai sebagaii suamii isteri”i 

yangi artinyai dengani adanya persekutuan pria dan wanita menjadi unit dasar 

 
1    Hilman Hadikusuma, 1990. Hukum Perkawinan Adat. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 22. 
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dalam kehidupan sosial yang diakui oleh masyarakat, sehingga menunjukan 

bahwa perkawinan memiliki sifat kemasyarakatan. Frasa ”mempunyai tujuani 

untuki membentuki keluargai ataui rumahi tanggai bahagiai dani kekali 

berdasarkani Ketuhanani Yangi Mahai Esa” dengan jelas menegaskan aspek 

keagamaan dari perkawinan di Indonesia. Perkawinani tidaki hanyai 

dipandangi sebagaii kontraki sosial,i tetapii jugai sebagaii hubungan yang 

sakral dan didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. 

Perkawinan di Indonesia hanya dapat dilakukan antarai seorangi priai 

dani seorangi wanita,i yangi merupakani prinsipi dasari dalami sistemi 

perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa hubungan perkawinan diakui secara 

sah dan legal hanya dalam konteks keluarga heteroseksual. Oleh karena itu, 

perkawinan tidak dapat dilakukan antara pria dan pria atau antara wanita dan 

wanita, karena dianggap tidak lazim dan bertentangani dengani norma-normai 

yangi berlakui dii i masyarakat.i Konsepi inii jugai dianuti olehi masyarakati 

adat,i yaknii hanyai seorangi priai dani seorangi wanitai yangi dapati menikah.i 

Seiringi dengani berlakunyai Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i 

sebagaimanai telahi diubahi dengani Undang-Undangi Nomori 16i Tahuni 

2019i tentangi Perkawinan, masyarakat adat diharapkan dapat menyesuaikan 

hukum adat mereka dengan ketentuan ini. Proses adaptasi ini bergantung pada 

kemajuan masyarakat dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh anggota 

masyarakat adat tersebut.2  

 
2 Ibid., hlm.72. 
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Perkawinan yang dilakukan baik menurut hukum negara, agama, 

maupun adat, tentu memiliki tujuan, salah satunya adalah memiliki keturunan. 

Keturunan dianggap sebagai salah satu pencapaian dalam sebuah perkawinan, 

karena anak merupakan simbol kelangsungan hidup dan penerus generasi. 

Tujuan perkawinan tidak semata-mata hanya untuk memperoleh keturunan, 

melainkan lebih kepada persekutuan hidup yang suci dalam ikatan perkawinan 

yang sah,  serta membangun keluarga yang diakui secara hukum. Oleh karena 

itu, penting bagi pasangan untuk memahami bahwa perkawinan adalah 

komitmen jangka panjang yang melibatkan banyak aspek kehidupan. Dengan 

demikian, perkawinan bukan hanya tentang pembentukan keluarga, tetapi juga 

tentang penciptaan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan setiap 

anggota keluarganya, termasuk keturunan yang dihasilkan dari perkawinan 

tersebut. 

Keturunan memilikii peranani yangi sangati pentingi dalami konteksi 

Perkawinan,i karenai anaki merupakani bagiani yangi tidaki terpisahkani darii 

keberlangsungani hidupi manusiai sertai keberlanjutani suatui bangsai dani 

negara.i Anaki merupakani aspeki fundamentali yangi mempengaruhi 

dinamika sosial dalam masyarakat.  Anak diharapkan mampui bertanggungi 

jawabi dalami menjagai keberlanjutani bangsai dani negara.i Olehi karenai itu,i 

setiapi anaki perlui mendapati kesempatani yangi seluas-luasnyai untuki 

tumbuhi dani berkembangi secarai optimal,i baiki darii segii fisik,i mental,i 

maupuni sosial. Dalam mewujudkan hali tersebut,i diperlukani upayai 

perlindungani gunai memastikani kesejahteraani anaki melaluii jaminani 
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pemenuhani hak-haknyai tanpa perlakuan diskriminatif dari pihak manapun, 

agar  perlindungan anak dapat terlaksana secara efektif. 

Negarai menjunjungi tinggii haki asasii manusia,i termasuki dii 

dalami haki asasii anak,i yangi ditandaii dengani adanyai jaminani 

perlindungani dani pemenuhani haki anak.i Berdasarkani Pasali 28Di ayati (1)i 

Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai 1945,i berisii 

ketentuani bahwai setiapi orangi berhaki untuki mendapatkani pengakuani 

yangi samai dihadapani hukum.i Haki identitasi bagii seorangi anaki 

dinyatakani secarai tegasi dalami Pasali 5i Undang-Undangi Nomori 35i 

Tahuni 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 i tentangi 

Perlindungani Anak,i yangi berisii ketentuani setiapi anaki berhaki atasi suatui 

namai sebagaii identitasi dirii dani statusi kewarganegaraannya.i Aktai 

Kelahirani adalahi bentuki identitasi darii setiapi anaki yangi merupakani 

bagiani yangi tidaki terpisahkani darii hak-haki sipili wargai negara. 

Pasali 27i ayati (1)i dani ayati (2)i Undang-Undangi Nomori 35i 

Tahuni 2014i tentangi Perlindungani Anaki berisii ketentuani bahwai identitasi 

dirii setiapi anaki harusi diberikani sejaki kelahirannyai dani identitasi inii 

dituangkani dalami bentuki Aktai Kelahiran.i Pasali 43i ayati (1)i Peraturani 

Menterii Dalami Negerii Nomori 108i Tahuni 2019i tentangi Peraturan 

Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangi Persyaratani dani 

Tatai Carai Pendaftarani Penduduki dani Pencatatani Sipil,i bahwai untuki 

mendapatkani Aktai Kelahirani harusi memenuhi syarat berupa: 
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a. Surati keterangani lahiri darii dokter/bidan/penolongi kelahiran; 

b. Aktai nikah/kutipani perkawinan; 

c. Kartui Keluargai dimanai penduduki akani didaftarkani sebagaii anggotai 

keluarga; 

d. Kartui Tandai Penduduki orangi tua/wali/pelapori; 

Pengadilan Agama Bengkayang mencatat sejak 2018 sampai dengan 

2020 terdapat beberapa permohonan itsbat nikah termasuk di dalamnya adalah 

pemohon dari perkawinan adat.3 Penyebab pernikahan ini tidak tercatat 

diantaranya adalah ketidaktahuan akan pentingnya surat nikah bagi 

administrasi kependudukan. Data tersebut menunjukan bahwa di Kabupaten 

Bengkayang, Kalimantan Barat, masih terdapat banyak pasangani suamii istrii 

yangi sudahi menikahi baiki secarai adati maupuni dii bawahi tangani namuni 

tidaki mencatatkani perkawinannyai kei Kantori Dinasi Kependudukani dani 

Pencatatani Sipil,i sehinggai perkawinani tersebuti tidaki tercatati dani tidaki 

sahi menuruti hukumi negara.i Merujuki padai ketentuani persyaratani Pasali 

43i ayati (1)i hurufi b i Peraturani Menterii Dalami Negerii Nomori 108i Tahuni 

2019i tentangi Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,i 

perkawinani yangi hanyai dilakukani melaluii perkawinani adati dani tidaki 

dicatatkani adalahi tidaki memenuhii syarati karenai tidaki memilikii aktai 

 
3      Riki Dian Saputra, 2021, Pengadilan Agama Bengkayang, Dinamika Perkawinan Adat Dalam 

Permohonan Isbat Nikah, diakses pada tanggal 02 Oktober 2024 dalam https://pa-

Bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/342-dinamika-perkawinan-adat-dalam-permohonan-isbat-

nikah  

 

 

https://pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/342-dinamika-perkawinan-adat-dalam-permohonan-isbat-nikah
https://pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/342-dinamika-perkawinan-adat-dalam-permohonan-isbat-nikah
https://pa-bengkayang.go.id/id/berita/arsip-artikel/342-dinamika-perkawinan-adat-dalam-permohonan-isbat-nikah
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nikah.i Dalami praktiknya,i anaki yangi lahiri darii perkawinani adati yangi 

tidaki dicatatkani olehi orangi tuanyai tetapi dapati memilikii Aktai Kelahirani 

sebagaii identitasi diri,i sertai berhaki mendapatkani pengakuani sertai 

perlindungani olehi negarai dani pemerintah.i Berdasarkani hali ini,i penulisi 

tertariki untuki melakukani penelitiani dengani juduli ”Penerbitani Aktai 

Kelahirani Anaki Darii Perkawinani Adati Tidaki Tercatati dii Dinasi 

Kependudukani dani Pencatatani Sipili Kabupateni Bengkayangi Kalimantani 

Barat”,i gunai mengetahui proses penerbitani Aktai Kelahirani anaki yangi 

lahiri darii perkawinani adati yangi tidak dicatatkan. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkani latari belakangi masalahi yangi telahi diuraikan,i makai 

rumusani masalahi darii penulisani inii adalahi  

1. Bagaimanai penerbitani Aktai Kelahirani anaki darii perkawinani adati 

tidaki tercatati dii Dinasi Kependudukani dani Pencatatani Sipili 

Kabupateni Bengkayang? 

2. Apai kendalai dani upayai dalami penerbitani Aktai Kelahirani bagii anaki 

yangi lahiri darii perkawinani adati yangi tidaki tercatati dii Dinasi 

Kependudukani dani Pencatatani Sipili Kabupateni Bengkayang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkani rumusani masalahi yangi telahi diuraikan,i makai 

tujuani penelitiani inii adalahi untuki mengetahuii prosesi pelaksanaan,i 

kendalai dani upayai dalami penerbitani Aktai Kelahirani anaki darii 
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perkawinani adati tidaki tercatati dii Dinasi Kependudukani dani Pencatatani 

Sipili Kabupateni Bengkayang, Kalimantan Barat.  

D. Manfaat Penelitian  

Manfaati penelitiani inii berisii tentangi manfaati praktisi dani 

manfaati teoritis. 

1. Manfaati Teoritis 

Penelitiani inii diharapkani bermanfaati bagii perkembangani ilmui 

hukumi padai umumnyai dani perkembangani bidangi hukumi tertentui 

khususnyai mengenaii penerbitani Aktai Kelahirani darii perkawinani adati 

yangi tidaki dicatatkani sehinggai memberikani solusii untuki mengatasii 

hambatan-hambatani dalami penerbitani aktai anaki darii perkawinani yangi 

tidaki dicatatkan. 

2. Manfaati praktisi  

Penelitiani inii bermanfaati untuki pihak-pihaki terkaiti yangi 

berhubungani dengani penerbitani Aktai Kelahirani anaki darii perkawinani 

adat yangi tidaki dicatatkan, yaitu bagi: 

a. Pemerintah Pusat, sehingga memperoleh pemahaman tentang tantangan 

hukum dalam pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran yang 

dihadapi orang tua maupun anak dari perkawinan adat. 

b. Pemerintah Daerah, sehingga dapat mengatasi tantangan yang spesifik 

di daerah terkait dengan efektifitas administrasi pencatatan sipil dan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti penting 

 

 



8 
 

 
 

pencatatan perkawinan dan juga kelahiran bagi kepentingan 

administrasi kependudukan. 

c. Masyarakat, sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat 

tentang bagaimana integrasi yang lebih baik antara hukum adat dan 

hukum nasional, sehingga mempunyai kesadaran dalam pentingnya 

mendaftarkan perkawinan dan melakukan pembuatan Akta Kelahiran 

bagi anak. 

d. Penulis, untuk memenuhii salahi satui persyaratani dalami 

memperolehi gelari kesarjanaan. 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitiani dengani juduli ”Pelaksanaani Penerbitani Aktai Kelahirani 

Anaki Darii Perkawinani Adati Tidaki Tercatati dii Dinasi Kependudukani dani 

Pencatatani Sipili Kabupateni Bengkayangi Kalimantani Barat”i merupakani 

karyai aslii penulis,i dani bukani duplikasii ataupuni plagiasii darii karyai 

penulisi lain. Penelitian mengenai hak anak dari perkawinan adat ataupun 

perkawinan tidak tercatat lainnya untuk kepentingan memang sudah sering 

dilakukan, namun apabila terdapat kesamaan, hal tersebut hanya dijadikan 

sebagai pelengkap dan referensi. Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan 

beberapa judul penelitian yang serupa, yaitu:  

1. Mikha Selin Vinanda, NPM: 30301900213.4 

 
4     Mikha Selin Vinanda, 2023, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Anak 

Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, Universitas Islam 

Sultan Agung, Semarang. 
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a. Perguruan Tinggi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang 

b. Tahun Penelitian: 2023  

c. Juduli Penelitian:i Tinjauani Yuridisi Pelaksanaani Penerbitani Aktai 

Kelahirani Anaki Luari Kawini dii Dinasi Kependudukani dani 

Pencatatani Sipili Kabupateni Rembang. 

d. Rumusani Masalah: 

1) Bagaimanai pelaksanaani penerbitani Aktai Kelahirani anaki luari 

kawini dii Dinasi Kependudukani dani Pencatatani Sipili Kabupateni 

Rembang? 

2) Faktori apai sajai yangi menjadii hambatan-hambatani dalami 

penerbitani Aktai Kelahirani anaki luari kawini dani bagaimanai 

solusi dari hambatan tersebut? 

e. Hasil Penelitian: 

1) Proses pelaksanaan dan penerbitani Aktai Kelahirani anaki luari 

kawini dii Dinasi Kependudukani dani Pencatatani Sipili Kabupateni 

Rembangi padai prinsipnyai memilikii proseduri yangi samai 

dengani penerbitani Aktai Kelahirani bagii anak-anaki sahi lainnya,i 

yangi membedakani adalahi syarati dani pencantumani namai sangi 

ayahi tidaki disebutkani sehinggai namai ibui yangi tercantumi dii 

aktai tersebut.i Setelahi putusani Mahkamahi Konstitusii Nomori 46i 

PUU-VIII/2010i anaki luari kawini memilikii hubungani 
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keperdataani apabilai dapati dibuktikani dengani ilmui pengetahuani 

ataui teknologii sertai buktii laini yangi sahi menuruti hukum. 

2) Kendala-kendalai dalami pelaksanaani penerbitani Aktai Kelahirani 

anaki luari kawini dii Dinasi Kependudukani dani Pencatatani Sipili 

Kabupateni Rembangi yaitui disebabkani olehi beberapai faktori 

eksternali dani internali yaitui rendahnyai kesadarani masyarakati 

terhadapi pentingnyai administrasii kependudukan,i masyarakati 

tidaki pahami akani artii pentingi Aktai Kelahirani bagii pemenuhani 

kebutuhani dasari anaki sepertii pendaftarani sekolahi dani lainnya.i 

Faktori lainnyai adalah terlambatnya pemberian sosialisasi oleh 

Pemerintah Desa dan Dinasi Kependudukani dani Pencatatani Sipili 

Kabupateni Rembangi terkaiti proseduri dani mekanismei 

pencatatani kelahirani dii Kabupateni Rembangi yangi dianggapi 

rumiti olehi masyarakati sehinggai masyarakati tidaki maui merasai 

kesulitani padai saati melakukani pengurusani Aktai Kelahirani 

anaknya.  

f. Perbedaan utama antara penelitian yang dilakukan oleh Mikha Selin 

Vinanda dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada 

status perkawinan orang tua anak. Penelitian Mikha Selin Vinanda 

berfokus pada anaki yangi lahiri dii luari perkawinani sahi menuruti 

hukumi negarai sehinggai memerlukani pengakuani khusus terutama 

dari pihak ayah. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan 

menyoroti anak darii perkawinani adati yangi tidaki tercatati secarai 
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resmii dii negara, sehingga tantangannya adalah legalisasi dan 

pengakuan status hukum anak melalui pencatatan sipil 

2. Rini Septiani, NPM: P2B1190675 

a. Perguruan Tinggi: Fakultas Hukum Universitas Jambi 

b. Tahun Penelitian: 2024 

c. Judul Penelitian: Penerbitani Aktai Kelahirani Anaki Dalami 

Perkawinani Tidaki Tercatati Maupuni Anaki Luari Kawini Dalami 

Hukumi Positifi Indonesia. 

d. Rumusan Masalah:  

1) Bagaimanai kedudukani pencatatani perkawinani terhadapi 

pencatatani kelahirani dalami bentuki Aktai Kelahiran? 

2) Bagaimanai akibati hukumi Aktai Kelahirani tanpai pencatatani 

perkawinani menuruti undang-undang? 

e. Hasil Penelitian: 

1) Kedudukani pencatatani perkawinani terhadapi pencatatani 

kelahirani tentui sangati berkaitan,i sebabi salahi satui syarati dalami 

penerbitani Aktai Kelahirani membutuhkani bukui nikah,i yangi 

dalami hali inii didapatkani darii pencatatani perkawinan; 

2) Penerbitani Aktai Kelahirani tanpai Pencatatani Perkawinani tentui 

berbedai dengani Penerbitani Aktai Kelahirani dengani Perkawinani 

Tercatat,i akibati i hukumi yangi ditimbulkani salahi satunyai 

 
5      Rini Septiani, 2024, Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat 

Maupun Anak Luar Kawin Dalam Hukum Positif Indonesia, Universitas Jambi, Jambi. 
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adalahi perihali kedudukani anaki dani tidaki tertibnyai administrasii 

kependudukani lainnyai yangi berkaitani dengani Pencatatani ataui 

Penerbitani Aktai Kelahiran. 

f. Perbedaan dengan penelitian Rini Septiani dan penulis terletak pada 

ruang lingkup dan konteks hukum yang diteliti. Penelitian Rini Septiani 

membahasa secara umum penerbitani Aktai Kelahirani untuki anaki 

darii perkawinani tidaki tercatat,i baiki yangi lahiri darii perkawinan 

adat maupun luar nikah, dalam kerangka hukum positif. Sementara 

penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik mengkaji penerbitan 

Aktai Kelahirani anaki darii perkawinani adati tidaki tercatati darii 

perkawinani adati dii suatu wilayah tertentu dengan latar belakang sosial 

budaya tertentu, yang dimana tantangannya adalah harmonisasi antara 

adat setempat dan aturan hukum nasional terkait pencatatan sipil.  

3. Jelita Claudya Pramuwardhani, NPM: 18021105806 

a. Perguruan Tinggi: Fakultasi Syariah,i Instituti Agamai Islami Negerii 

Palangkai Rayai  

b. Tahuni Penelitian:i 2022 

c. Juduli Penelitian:i Perlindungani Hukumi Terhadapi Anaki Hasili 

Pernikahani Belumi tercatati Dalami Penerbitani Aktai Kelahiran. 

d. Rumusani Masalah:i  

 
6   Jelita Claudya Pramuwardhani, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan 

Belum tercatat Dalam Penerbitan Akta Kelahiran, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 

Palangka Raya. 
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1) Apai fungsii Aktai Kelahirani terhadapi perlindungani anaki darii 

pasangani nikahi siri? 

2) Bagaimanai statusi anaki darii pasangani nikahi sirii yangi memilikii 

Aktai Kelahiran? 

e. Hasili Penelitian: 

1) Fungsii Aktai Kelahirani terhadapi perlindungani anaki hasili nikahi 

sirii adalahi untuki penerbitani Aktai Kelahirani sebagaii buktii 

statusi sahi seorangi anaki darii pasangani suamii istrii yangi telahi 

melangsungkani pernikahan,i agari secarai hukumi materiili dapati 

diakuii hukumi administrasii kependudukani dani memilikii haki 

dalami hali administrasii lainnyai sertai sebagaii buktii bahwai anaki 

tersebuti merupakani anaki kandungi darii pasangani suamii istri.i 

Selaini itu,i adanyai penerbitani Aktai Kelahirani bagii anaki hasili 

nikahi sirii dalami administrasii kependudukani adalahi agari 

perkembangani kependudukani diketahuii olehi negara. 

2) Statusi anaki darii pasangani nikahi sirii yangi memilikii Aktai 

Kelahirani secarai hukumi dani menuruti peraturani perundang-

undangani yangi berlakui (formil),i tidaki dapati diakuii sebagaii 

anaki yangi sahi karenai statusi darii keduai orangi tuai anaki belumi 

sahi secarai negara/tidaki tercatat.i Namuni secarai materiil,i statusi 

anaki hasili nikahi sirii yangi memilikii Aktai Kelahirani dikatakani 

sebagaii anaki yangi sahi karenai adanyai pengakuani secarai 

sukarelai darii orangi tuai anaki melaluii surati pernyataani 
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tanggungi jawabi mutlaki (SPTJM)i kebenarani sebagaii pasangani 

suamii istrii dani dinyatakani telahi menikahi padai Kartui Keluargai 

(KK).i Dalami Hukumi Islam,i pemerintahi berkewajibani untuki 

memberikani perlindungani hukumi kepadai semuai warganyai 

yangi telahi menikahi baiki yangi tercatati maupuni yangi tidaki 

tercatati agari dicarikani kebijakani sebagaii solusii gunai 

melindungii hak-haki masyarakatnya 

f. Perbedaani penelitiani antarai Jelitai Claudyai Pramuwardhanii dani 

penulisi adalahi terletaki padai fokusi perlindungani hukumi dani 

konteksi sosiali budaya.i Penelitiani Jelitai Claudyai Pramuwardhanii 

membahasi perlindungani hukumi bagii anak-anaki darii pernikahani 

yangi belumi tercatat secara resmi di negara, menyoroti hak-hak anak 

menurut hukum positif Indonesia serta kesulitan administratif dalam 

memperoleh Akta Kelahiran. Sementara itu, penulis fokus pada aspek 

lokal, yaitu bagaimana adat istiadat mempengaruhi proses pencatatan 

sipil, serta tantangan harmonisasi antara hukum adat yang tidak tercatat 

dengan hukum negara dalam penerbitan Akta Kelahiran.  

F. Batasan Konsep 

Merujuk pada judul ”Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari 

Perkawinan Adat Tidak Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bengkayang” dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan 

batasan konsep agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul.  

1. Aktai Kelahiran 
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Aktai Kelahirani merupakani salahi satui dokumeni autentiki 

yangi dibuati olehi pejabati umumi yaknii Dinasi Kependudukani dani 

Pencatatani Sipili dani wajibi dimilikii olehi semuai wargai negarai 

Indonesia.7i Menuruti Pasali 27i ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 23i 

Tahuni 2006i tentangi Administrasii Kependudukan,i setiapi kelahirani 

harusi dilaporkani olehi penduduki kepadai instansii pelaksanai dii tempati 

kelahirani palingi lambati 60i (enami puluh)i harii sejaki kelahiran.i 

Pencatatani kelahirani sangati penting,i baiki bagii orangi yangi 

bersangkutani maupuni bagii negara.i Pencatatani kelahirani melindungii 

haki anak,i sepertii mengidentifikasii anaki saati berperang, mencegah 

anak dari penelantaran dan penculikan, serta memberitahu anak tentang 

orangi tuanya,i khususnyai jikai iai lahiri dii luari nikah.i Padai penelitiani 

inii penulisi membatasii konsepi mengenaii Aktai Kelahirani khususi bagii 

anaki yangi lahiri darii perkawinani adat.  

2. Anak 

Menuruti Undang-Undangi Nomori 35i Tahuni 2014i tentangi 

Perlindungani Anak,i anaki adalahi seseorangi yangi belumi berusiai 18i 

(delapani belas)i tahun,i termasuki anaki yangi masihi dii dalami 

kandungan.i Setiapi anaki berhaki mendapati perlindungani tanpai 

membedakani latari belakangi seorangi anak.i Penulisi membatasii 

 
7   Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Akta Kelahiran, dalam 

https://sippn.menpan.go.id/sektor-strategis/dasar/administrasi-kependudukan/akta-kelahiran- 

diakses pada 02 Oktober 2024 

 

 

https://sippn.menpan.go.id/sektor-strategis/dasar/administrasi-kependudukan/akta-kelahiran-
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konsepi anaki yangi dibahasi dalami penelitiani inii adalahi anaki yangi 

lahiri darii perkawinani adati yangi tidaki tercatat. 

3. Perkawinan Adat 

Perkawinan adat merupakan perikatan antarai seorangi priai 

dani seorangi wanitai dengani tujuan mendapatkan keturunan dan 

dilakukan melalui upacara adat. Perkawinan adat di setiap daerah tentu 

berbeda dan memiliki cara tersendiri. Penelitian ini berfokus kepada 

perkawinan adat yang ada di Kabupaten Bengkayang yakni suku adat 

Dayak dan merujuk pada perkawinan adat yang tidak dicatatkan ke 

Pencatatan Sipil.   

4. Dinasi Kependudukani dani Pencatatani Sipil 

Dinasi Kependudukani dani Pencatatani Sipili adalahi instansii 

pelaksanai administrasii kependudukani yangi i mengurusi rangkaiani 

kegiatani penataani dani penerbitani dalami dokumeni sertai datai 

kependudukan. Menurut Pasal 1 angka 7i Undang-Undangi Nomori 24i 

Tahuni 2013i tentangi Administrasii Kependudukan,i instansii pelaksanai 

adalahi perangkati pemerintahi kabupaten/kotai yangi bertanggungi 

jawabi dani berwenangi melaksanakani pelayanani dalami urusani 

Administrasii Kependudukan.i Penelitii membatasii pembahasani 

mengenaii administrasii kependudukani yaknii adalahi hanyai padai Aktai 

Kelahirani anaki sebagaii dokumeni autentiki yangi wajibi dimilikii olehi 

setiapi orangi termasuki anaki yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. 
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5. Kabupaten Bengkayang 

Kabupaten Bengkayang merupakani salahi satui Kabupateni 

yangi adai dii provinsii Kalimantani Barat.i Kabupateni Bengkayangi 

dibentuki berdasarkani Undang-Undangi Nomori 10i Tahuni 1999i 

tentangi Pembentukani Kabupateni Daerahi Tingkati IIi Bengkayang. 

Secara geografis, Kabupaten Bengkayang terletak di 0°33’00” Lintang 

Utara sampai 1°30’00” Lintang Utara dan 108°39’00” Bujur Timur sampai 

110°10’00” Bujur Timur.8  Menurut data pada badan pusat statistik jumlah 

penduduk Kabupaten Bengkayang tahun 2023 adalah 298.979 jiwa.9 

Kabupaten Bengkayang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan dan 122 

Desa. Desa di Kabupaten Bengkayang masih sangat melestarikan adat dan 

budaya khususnya pada masyarakat adat Dayak. Oleh karena itu, yang 

menjadi inti pembahasan bagi peneliti adalah masyarakat adat di 

Kabupaten Bengkayang yang melangsungkan perkawinan secara adat dan 

tidak mencatatkan perkawinan mereka ke pencatatan sipil.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenisi penelitiani hukumi yangi digunakani adalahi jenisi 

penelitiani yuridisi normatif.i Penelitiani Hukumi normatifi merupakani 

 
8    Kabupaten Bengkayang, Sejarah Kabupaten Bengkayang, diakses pada 02 Oktober 2024 

dalamhttps://Bengkayangkab.go.id/tentang-

kami/sejarah/#:~:text=Dengan%20adanya%20pemekaran%20Kecamatan%20ini,Desa%20dan%20

2%20Kelurahan%20definitif.  
9  Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk, diakses pada 2 Oktober 2024 dalam 

https://Bengkayangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzUjMg==/jumlah-penduduk.html  

 

 

https://bengkayangkab.go.id/tentang-kami/sejarah/#:~:text=Dengan%20adanya%20pemekaran%20Kecamatan%20ini,Desa%20dan%202%20Kelurahan%20definitif
https://bengkayangkab.go.id/tentang-kami/sejarah/#:~:text=Dengan%20adanya%20pemekaran%20Kecamatan%20ini,Desa%20dan%202%20Kelurahan%20definitif
https://bengkayangkab.go.id/tentang-kami/sejarah/#:~:text=Dengan%20adanya%20pemekaran%20Kecamatan%20ini,Desa%20dan%202%20Kelurahan%20definitif
https://bengkayangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzUjMg==/jumlah-penduduk.html
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penelitiani hukumi yangi mengkajii dokumeni peraturani perundang-

undangan,i putusani pengadilan,i teorii hukum,i dani dapati berupai 

pendapati parai sarjana10.i Penelitiani inii membahasi tentangi penerbitani 

Aktai Kelahirani anaki yangi lahiri darii perkawinani adati tidaki tercatati 

dii Dinasi Kependudukani dani Pencatatani Sipili Kabupateni 

Bengkayang, Kalimantan Barat.  

2. Data 

Datai yangi dibutuhkani dalami penelitiani inii merupakani datai 

sekunder.i Datai sekunderi merupakani datai yangi terdirii atasi bahani 

hukumi primeri dani bahani hukumi sekunder. 

a. Bahani Hukumi Primer 

1) Undang-Undangi Dasari Republiki Indonesiai Tahuni 1945,i berisii 

ketentuani bahwai setiapi orangi berhaki untuki mendapatkani 

pengakuani yangi samai olehi negarai dii hadapani hukum. 

2) Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i sebagaimanai telahi 

diubahi dengani Undang-Undangi Nomori 16i Tahuni 2019i 

tentangi Perkawinani berisii ketentuani bahwai perkawinani adalahi 

ikatani lahiri batini antarai seorangi priai dani seorangi wanitai 

sebagaii suamii istrii dengani tujuani membentuki keluargai ataui 

rumahi tanggai yangi bahagiai dani kekali berdasarkani Ketuhanani 

Yangi Mahai Esa.i Pasali 2i i berisii i ketentuani mengenaii sahnyai 

 
10       Willa Wahyuni, 2022, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, Hukum Online, 

dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-

akhir-lt63a46376c6f72/ diakses pada tanggal 2 Oktober 2024. 

 

 

https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/
https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/
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perkawinani dani tiapi perkawinani harusi dicatatkani menuruti 

peraturani perundang-undangan. 

3) Undang-Undangi Nomori 35i Tahuni 2014i tentangi Perlindungani 

Anak,i perihali kewajibani Negarai dani Pemerintahi dalami 

memenuhii haki anaki tanpai membedakani latari belakangi 

seorangi anak. 

4) Undang-Undangi Nomori 24i Tahuni 2013 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangi Administrasii 

Kependudukani perihali kelahirani wajibi dilaporkani olehi 

penduduki kepadai instansii pelaksana.i Pasali 27i ayati (2)i berisii 

bahwai laporani yangi dimaksudi adalahi pejabati pencatatani sipili 

mencatati padai registeri Aktai Kelahirani dani menerbitkani 

kutipani Aktai Kelahiran. 

5) Peraturani Presideni Nomori 96i Tahuni 2018i tentangi Persyaratani 

dani Tatai Carai Pendaftarani Penduduki dani Pencatatani Sipil,i 

perihali persyaratani pencatatani kelahirani Wargai Negarai 

Indonesiai dani Wargai Negarai Asing. 

6) Peraturani Menterii Dalami Negerii Nomori 108i Tahuni 2019i 

tentangi Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipili  
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b. Bahani Hukumi Sekunderi  

Bahani hukumi sekunderi adalahi pendapati hukumi dani 

pendapati bukani hukumi yangi diperolehi darii buku,i jurnali hukumi 

maupuni noni hukum,i internet,i Kamusi Besari Bahasai Indonesiai 

(KBBI),i dani hasili penelitiani terkaiti prosesi penerbitani Aktai 

Kelahirani anaki yangi lahiri darii perkawinani adat.   

3. Metode Pengumpulan Data 

Metodei pengumpulani datai dilakukani untuki memperolehi 

informasii yangi dibutuhkani dalami rangkai mencapaii tujuani penelitian.i 

Metodei pengumpulani datai yangi digunakani dalami penelitiani inii 

adalahi dengani carai sebagaii berikut. 

a. Studii Kepustakaan 

Pengumpulani datai studii kepustakaani inii merupakani 

pengumpulani sertai penelitiani terhadapi datai sekunderi yangi 

dilakukani dengani carai mempelajarii bahani hukumi primeri yangi 

merupakani peraturani perundang-undangani dani bahani hukumi 

sekunderi yangi merupakani pendapati hukumi dani noni hukumi 

yangi didapatkani dari buku,i jurnal,i disertasi,i hasili penelitian,i 

internet,i dani pendapati hukumi yangi berkaitani dengani 

permasalahani dasari dalami penelitiani ini. 

b. Wawancarai  

Wawancarai merupakani bentuki komunikasii secarai verbali 

yangi dilakukani langsungi dengani beberapai ahlii yangi berkaitani 
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dengani juduli penelitiani inii untuki melengkapii isii darii penelitiani 

ini.i Wawancarai yangi dilakukani dalami penelitiani inii berupai 

pertanyaan-pertanyaani kepadai narasumberi yangi berkaitani 

langsungi dengani penelitiani ini.i Narasumberi yangi diwawancaraii 

dalami penelitiani inii adalahi Kepalai Bagiani Analisisi Jabatani 

Dinasi Kependudukani dani Pencatatani Sipili Kabupateni 

Bengkayangi Kalimantani Barati yaitui Bapaki Bonii Mercianusi 

Hia,i S.Kom. 

4. Analisis Data 

Analisisi datai inii dilakukani terhadap: 

a. Bahani Hukumi Primer 

Bahani hukumi primeri ialahi peraturani perundang-

undangani yangi berkaitani dengani prosesi dani proseduri 

pelaksanaani penerbitani aktai anaki yangi lahiri darii perkawinani 

tidaki tercatat,i yangi terdirii atas: 

1) Deskripsii Hukumi Positif,i merupakani pemaparani mengenaii isii 

darii peraturani perundang-undangani maupuni strukturi peraturani 

perundang-undangani yangi sesuaii dengani bahani hukumi primer. 

2) Sistematisasii Hukumi Positif,i i dilakukani secarai vertikali dani 

horizontali untuki mencarii adai ataui tidaknyai sinkronisasii 

sebagaii berikut.i  

Ketentuani dalami Pasali 28Di ayati (1)i i Undang-

Undangi Dasari Republiki Indonesiai Tahuni 1945,i yangi isinyai 
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menjelaskani tentangi haki asasii manusiai yangi berhaki 

mendapatkani pengakuan,jaminan,i perlindungan,i dani kepastiani 

hukumi yangi adili sertai perlakuani yangi samai dii hadapani 

hukumi darii negarai sebagaii subjeki hukum,i Pasali 1i dani 2i 

Undang-Undangi Nomori 1i Tahuni 1974i sebagaimanai telahi 

diubahi dengani Undang-Undangi Nomori 16i Tahuni 2019i 

tentangi Perkawinan,i menjelaskani tentangi pengertiani 

perkawinani yangi sahi dani setiapi perkawinani wajibi untuki 

dicatatkani demii kepentingani administrasii kependudukan,i 

Pasali 21i ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 35i Tahuni 2014i 

tentangi Perlindungani Anak,i membahasi tentangi i kewajibani 

negarai dani pemerintahi dalami memenuhii haki anaki tanpai 

membedakani latari belakangi seorangi anaki termasuki dalami inii 

adalahi sukui darii anaki tersebut,i Pasali 27i ayati (1)i i Undang-

Undangi Nomori 4i Tahuni 2013i tentangi Administrasii 

Kependudukani yangi membahasi tentangi setiapi kelahirani wajibi 

dilaporkani olehi penduduki kepadai instansii pelaksanai dani ayati 

(2)i menjelaskani bahwai laporani yangi dimaksudi adalahi 

pejabati pencatatani sipili mencatati padai Registeri Aktai 

Kelahirani dani menerbitkani Kutipani Aktai Kelahiran,i Pasali 33  

Peraturani Presideni Nomori 96i Tahuni 2018i tentangi 

Persyaratani dani Tatai Carai Pendaftarani Penduduki dani 

Pencatatani Sipil,i membahasi tentangi persyaratani pencatatani 
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kelahirani Wargai Negarai Indonesiai maupuni Wargai Negarai 

Asing,i Pasali 43 ayat (1)i Peraturani Menterii Dalami Negerii 

Nomori 108i Tahuni 2019i tentangi Peraturan Pelaksana Peraturan 

Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentangi Persyaratani dani Tatai 

Carai Pendaftarani Penduduki dani Pencatatani Sipil,i membahasi 

tentangi percepatani persyaratani pencatatani kelahiran.i Secarai 

vertikali telahi adai sinkronisasii prinsipi penalarani hukumi darii 

peraturani perundang-undangani yangi dideskripsikani dani 

terdapati hubungani logisi antarai aturan-aturani yangi lebihi 

tinggii dengani aturani yangi rendahi makai prinsipi penalarani 

hukumi yangi digunakani adalahi subsumsi.i Peraturani 

perundang-undangani inii tidaki memerlukani asasi pemberlakuani 

peraturani perundang-undangan. 

Peraturani perundang-undangani yangi telahi 

dipaparkani secara horizontal terdapati harmonisasi.i Undang-

Undangi yangi satui tidaki ditemukani adanyai antinomi dengan 

Undang-Undang yang lain,i demikiani pulai antarai pasali yangi 

satui dengani pasali yangi lain.i Prinsipi penalarani hukumi yangi 

digunakani adalahi noni kontradiksii yaitui tidaki adanyai suatui 

kewajibani dikaitkani dengani situasii yangi sama. 

3) Analisis hukum positif, dalam analisis ini menerangkan terkait 

makna dari adanya penerbitani Aktai Kelahirani anaki yangi lahiri 

darii perkawinani adati yangi tidaki tercatat. 
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4) Interpretasi hukum positif, yang digunakan dalam hal ini yaitu: 

a) Gramatikal menerangkan tentang term bagian dari kalimat 

yang menurut bahasa hukum maupun bahasa sehari-hari; 

b) Sistematisasi menerangkan ada tidaknya harmonisasi dan 

sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 

c) Teleologi menerangkan setiap norma atau aturan memiliki 

tujuan tertentu. 

5) Menilaii hukumi positifi yangi berdasarkani hali inii menilaii 

peraturani perundang-undangani mengenaii pelaksanaani 

penerbitani Aktai Kelahirani anaki yangi lahiri darii perkawinani 

adati tidaki tercatati sebagaii bentuki pemenuhani tanggungi 

jawabi negarai untuki memberikani pengakuani dani perlindungani 

terhadapi subjeki hukum yakni anak.i  

b. Bahani Hukumi Sekunder 

Bahani hukumi sekunderi merupakani pendapati hukumi 

dani noni hukumi yangi didapatkani darii pendapati ahlii melaluii 

buku,i jurnali hukum,i jurnal,i surati kabari melaluii mediai internet,i 

dani pendapati narasumber.i Bahani hukumi sekunderi tidaki 

memilikii dayai mengikati bagii subyeki hukumi tetapii mendukungi 

bahani hukumi primeri yangi adalahi peraturani perundang-

undangan.i Bahani hukumi sekunderi membantui untuki memahamii 

bahani hukumi primeri terutamai mengenaii prosesi penerbitani Aktai 
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Kelahirani anaki yangi lahiri darii perkawinani adat tidak tercatat. 

Wawancara kepada narasumber juga dilakukan sebagaii bentuki 

bahani hukumi sekunder,i dalami hali inii narasumberi yang 

diwawancarai adalahi Bapaki Bonii Mercianusi Hia,i S.Kom.i 

sebagaii Analisisi Jabatan bagian Umum dan Kepegawain dii Dinasi 

Kependudukani dani Pencatatani Sipili Kabupateni Bengkayang,i 

Kalimantani barat. 

5. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar 

Proseduri bernalari yangi digunakani olehi penulisi yaitui 

deduktif,i yaknii bertolaki darii proposisii umumi yangi telahi diketahuii 

kebenarannyai dani berakhiri padai kesimpulani khususi berdasarkan 

hasil penelitian ini.11 

 

 

 

 

  

 
11 Pritha Bhandari, 2022, Apa Itu Penalaran Deduktif?, Scribbr, dalam 

https://www.scribbr.com/methodology/deductive-reasoning/ diakses pada 2 Oktober 2024 

 

 

 

https://www.scribbr.com/methodology/deductive-reasoning/

